PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG
NOMOR |5 TAHUN 2017

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Menimbang: a. bahwa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Mengingat

pasal 65 ayat (1) huruf (d) Kepala Daerah menyusun dan
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan  Daerah  tentang Perubahan  Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Daerah  tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas bersama ;

. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud pada huruf a memerlukan persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b

perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang .

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1850 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
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- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana
telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun

2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan ;

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolosi dan Nepotisme ;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah s

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
Pajak Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akutansi Pemerintah ’

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah :

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah, Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah kepada Masyarakat ;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahlfn
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Memperhatikan

Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diubeh beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang.

: 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang
pada tanggal 17 Juli 2017,

2. Pendapat Fraksi - fraks; Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Rembang pada tanggal 17 Juli
2017.

3. Pembicaraan - pembicaraan dalam Rapat Paripurna
Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang.

MEMUTUSKAN

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Rembang Tahun Anggaran 2016 beserta lampiran-
lampiranya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah
sebagaimana terlampir.

Menyerahkan proses selanjutnva sebagaimana Diktum
PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang.

Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana
laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Juli 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKY AT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
Wakil Ketua J




